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PENGANTAR PENYUSUN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas berkah dan karunia-Nya se-
hingga kumpulan makalah yang dihasilkan melalui Call for Papers Annual
Conference on Fatwa MUI Studies yang ke-7 dapat terhimpun, terkompilasi,
dan terbukukan dalam bentuk utuh sebagaimana yang tersajikan di hada-
pan pembaca sekalian. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar
Muhammad saw. sang pembawa risalah Islamiyah.

Keberperanan MUI dalam kehidupan sosial politik Indonesia telah
banyak dikaji dan diteliti oleh para ilmuwan. Banyak peneliti senior dan
akademisi, baik pada jenjang master, doktoral, maupun posdoktoral yang
menjadikan MUI sebagai obyek kajian. Sorotan terhadap MUI banyak sekali
dilakukan, mulai dari yang paling kritis hingga yang paling moderat. Sudut
pandang sorotan akan keberperanan MUI pun juga sangat beragam, mu-
lai dari aspek hukum, sosial, politik, budaya, etika, dan juga soal ekonomi
dan produk halal. Keberagaman cara pandang dan sudut pandang terha-
dap MUI semakin meneguhkan posisi strategis MUI dalam kehidupan be-
ragama, berbangsa, dan bernegara. Kumpulan tulisan yang ada dalam buku
ini merefleksikan warna warni dan keberagaman tersebut, masing-masing
melakukan kajian dan sorotan akademik terhadap kiprah MUI dari ber-
bagai sudut pandang.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari call for papers
untuk acara Annual Conference on MUI Studies ke-7, sebagai bagian dari rang-
kaian perayaan Milad MUI ke-48. Dalam rentang waktu hampir 4o tahun se-
jak berdirinya, MUI telah berperan penting dalam mengabdi untuk kepent-
ingan umat dan bangsa Indonesia dalam kedudukannya sebagai khadimul



ummah dan shadiqul hukumah yang memberikan bimbingan keagamaan
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, kon-
tribusi tersebut masih terbatas mengingat kompleksitas permasalahan yang
dihadapi oleh umat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh
dan berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusi tersebut, baik dalam
aspek substansi (madah), metodologi (kaifiyyah), maupun tata laksananya
(tharigah). Kegiatan ini juga sebagai otokritik kepada MUI agar lebih dapat
memberikan manfaat dalam pengabdiannya.

Untuk kepentingan pengelompokan, dengan didasarkan pada ke-
dekatan tema pembahasan, buku ini dikelompokkan menjadi empat sub-
tema, pertama analisis peran fatwa MUI dalam pengembangan ekonomi
syariah, kedua analisis fatwa MUI terkait aqidah dan ibadah, ketiga analisis
fatwa dan peran MUI dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan produk
halal, keempat adalah analisis peran fatwa MUI dengan subtema metodolo-
gi penetapan dan kelembagaan fatwa. Kami menyadari, bahwa kumpulan
tulisan ini masih banyak kelemahan. Walau demikian, atas terselesaikannya
buku ini, tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih pada banyak
pihak, diantaranya Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia telah mem-
berikan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan ini, tim penilai yang
telah melakukan review terhadap seluruh makalah yang masuk dalam call
for papers, dan para penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga,
dan pikirannya untuk mengikuti acara Annual Conference on Fatwa MUI
Studies ke-7.

Terakhir, semoga kehadiran buku ini dapat mendatangkan manfaat
dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam kajian ke-Islaman,
khususnya yang menjadikan fatwa MUI sebagai obyek kajian.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Tharieq

Jakarta, Juli 2023

Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
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PERGESERAN PERAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DARI LEGAL OPINION KE LEGAL SOURCE

Abdullah Jarir

. Pendahuluan

Fatwa adalah pendapat hukum (legal opinion) para ilmuan muslim
sebagai respon atas pertanyaan atau peristiwa yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat. Fatwa memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak
periode shahabat nabi dan terus berlangsung sampai dengan sekarang
ini. Fatwa hadir tidak selalu melalui forum-forum resmi seperti Darul
Ifta Mesir, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN
MUI), Majelis Tarjih wat Tajdid Muhammadiyah saja, namun fatwa ha-
dir menyeruak dari balik tembok-tembok kecil di surau-surau, mesjid-
mesjid, dan majelis-majelis ilmu konvensional maupun melalui flat-
form media sosial kontemporer seperti kanal-kanal youtube, Instagram,
facebook, dan media-media televisi, dan radio. Ini membuktikan bahwa
fatwa hidup dengan sangat dinamis dan ikut menghiasi kehidupan ke-
agamaan di tanah air.

Kehadiran fatwa dalam ranah ketatanegaran di Indonesia memi-
liki peran yang sangat unik, karena ia bukanlah salah satu sumber hu-
kum yang diakui oleh negara. Karenanya negara tidak dapat memaksa
warganya yang bergama Islam untuk melaksanakan fatwa tersebut. Se-
bagai warga negara, mereka memiliki kebebasan untuk memilih fatwa-
fatwa yang menurut mereka menguntungkan dan meninggalkannya jika
dinilai merugikan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari posisi fatwa yang
bukan merupakan bagian dari sumber hukum yang diakui oleh negara.
Dalam hirarki perundang-undangan Indonesia, fatwa bukanlah salah
satu sumber hukum. Dan kalaupun fatwa dikategorikan sebagai suatu
doktrin, banyak banyak ahli yang menilai bahwa menjadikan doktrin



sebagai sumber hukum dinilai kurang tepat." Namun demikian, dalam
tataran praktis, sebagaimana kita ketahui bersama, keberadaan fatwa
sekarang ini mulai masuk dalam ranah ketatanegaraan Indonesia den-
gan diadopsinnya fatwa-fatwa DSN MUI terkait masalah-masalah per-
bankan syari’ah oleh otoritas bank sentral Indonesia. Meski tidak me-
lalui proses legislasi, tapi keberadaannya tetap kuat dan dilaksanakan
dengan baik oleh praktisi lembaga keuangan syari'ah. Artinya, meski bu-
kan sumber hukum, fatwa tetap berperan bahkan dalam masalah-ma-
salah hukum keluarga yang keberadaan fatwanya tidak melalui proses
adopsi terlebih dahulu seperti apa yang terjadi pada fatwa-fatwa per-
bankan syari'ah, namun ia tetap dijadikan sandaran oleh hakim-hakim
di Peradilan Agama.

Fenomena hukum yang unik tersebut, mendorong beberapa ahli
untuk mencoba mengkajinya secara detail, di antaranya artikel yang
disampaikan oleh saudara Poprizal, Akhmad Muslih, dan Ardilafiza
dengan judul: Judicial Analysis on the Position of Legal Opinion (Fatwa)
of Indonesian Council of Ulama (MUI) in Statutory Regulation System of
Indonesia.” Pada kesimpulannya, mereka berpendapat bahwa sebagai
pendapat hukum atau legal opinion fatwa bukanlah merupakan sum-
ber hukum yang berlaku di Indonesia, karena keberadaannya yang ti-
dak memenuhi syarat sebagai sumber hukum nasional. Mereka meru-
juk pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 sebagaimana telah
direvisi dengan Undang-Undang No 15 tahun 2019 tentang peraturan
perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tersebut
menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus ditetapkan
oleh lembaga resmi negara atau oleh pejabat yang berwenang menurut
Undang-Undang.?

Pendapat senada disampaikan M. Erfan Riadi. Menurutnya, sum-
ber hukum positif dalam sistem hukum nasional dan dalam tata urutan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan dalam
Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-un-
dangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di
negara ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hu-
kum.?

1 Lihat Bagir Manan, Membedah UUD 1945, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012), 5

2 Poprizal, Akhmad Musih, dan Ardilafiza, “Judicial Analysis on the Position of Legal Opinion
(Fatwa) of Indonesian Cpouncil of Ulama (MUI) in Statutory Regulation System of Indonesia.”
Jurnal Bengkoelen Justice, Vol. 11 No 2 April 2021, 187

3 M. Erfan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Ulu-
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Oleh sebab itu, artikel ini mencoba mencari jawaban bagaimana
perani fatwa MUI dalam kontek Peradilan Agama di Indonesia? Apakah
fatwa semata-mata pendapat hukum (legal opinion) yang tidak dapat
dijadikan sandaran bagi para hakim dalam menetapkan putusan? atau-
kah fatwa salah satu sumber hukum (legal source) yang dapat dijadikan
sandaran

B. Kerangka Teori

Jika kita tarik posisi dan peran fatwa dalam skala yang lebih luas ter-
utama dalam dunia Islam, maka teori yang dapat dikedepankan ialah
pendapat atau teori yang disampaikan oleh Wael B. Hallaq, “seorang
ilmuan terkemuka berkebangsaan Palestina-Amerika. Menurutnya,
peran fatwa sangat sentral dalam mengembangkan syari’ah di dunia Is-
lam. Fatwa juga senantiasa dirujuk oleh hakim dan masyarakat karena
kekuatan fatwa terletak pada kualitas pemberi fatwa. Semakin tinggi
kualitas keilmuan seorang pemberi fatwa, maka semakin tinggi pula ke-
percayaan masyarakat terhadap fatwa tersebut.

Artikel ini juga berakar dari temuan penelitian J. N. D Anderson®
mengenai fenomena reformasi hukum Islam yang terjadi di dunia Mus-
lim. Ia berpendapat bahwa dunia Muslim saat ini menganut tiga sistem
hukum, yaitu: pertama, sistem hukum yang masih mengakui syari’ah se-
bagai sistem hukum utama dan diterapkan secara keseluruhan. Kedua,
sistem hukum yang menghindari syari'ah dan mengikuti sistem yang
sepenuhnya sekuler. Ketiga, sistem hukum yang menggabungkan antara
syari'ah dan sistem sekuler. Berdasarkan sistem hukum tersebut, Indo-
nesia termasuk negara yang menganut sistem hukum yang ketiga, yaitu
berusaha memadukan antara hukum syari’ah dan hukum sekuler.a. rtin-
ya, selain menganut hukum positif, dalam praktiknya, khususnya dalam
konteks Peradilan Agama, Indonesia telah menerapkan hukum yang
berbasis syari’ah, yaitu fatwa MUI. Hal ini sejalan dengan apa yang dike-
mukakan oleh Anderson sebelumnya bahwa ada negara-bangsa yang
menerapkan hukum positif dan hukum syari’ah. Oleh karena itu, artikel
ini ingin menguji apakah Indonesia benar-benar konsisten dalam men-
ganut sistem hukum yang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh
Anderson.

muddin, Vol. VI Tahun IV (Januari-Juni 2010), 474
4 Wael B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law, (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), 9
5 J.N.d. Anderson, Islamic Law in the Modern World, (New York: New York University Press, 1975),
82-83
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C. Peran Fatwa dalam Sistem Hukum Indonesia

Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 sebagaimana diubah men-
jadi Undang-Undang No 15 tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pem-
bentukan peraturan perundang-undangan dengan tegas menyatakan
bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang
memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk
atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang me-
lalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. ®
Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaktub dalam Undang-Undang
dimaksud jelas sekali bahwa semua peraturan perundang-undangan ha-
ruslah tertulis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Lembaga resmi neg-
ara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang sesuai dengan
Undang-Undang. Jika demikian halnya, maka fatwa bukanlah bagian
dari peraturan perundang-undangan, karena proses pembentukannya
tidak dilakukan oleh lembaga resmi negara atau pejabat negara yang
punya wewenang mengeluarkan peraturan tersebut.

Pendapat di atas diperkuat dengan pandangan profesor Jimly Ash-
siddigie’ yang secara eksplisit menyebut susunan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia terdiri dari;

1. Peraturan Dasar meliputi Undang-Undang Dasar 1945, perubahan
Undang-Undang, dan Piagam Dasar;

2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu), Jurisprudensi;

Peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden;

Peraturan Menteri, dan Peraturan Pejabat setingkat Menteri;

Peraturan Daerah Provinsi;

Peraturan Gubernur;

Peraturan Daeran Kabupaten/Kota;

Peraturan Bupati/Walikota;

Peraturan Desa.

I

Pendapat senada diungkapkan oleh Profesor Bagir Manan.® Menurut-
nya, peraturan perundangan secara berjenjang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah;

6

7
8

Undang-Undang No. 15 tahun 2019 pasal 1 ayat 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: Sinar Grafika, 2o11), 279

Bagir Manan, Membedah UUD 19435, ... 6
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Peraturan Presiden;

Peraturan Menteri;

Peraturan Daerah Provinsi;

Peraturan Daerah/Kabupaten/Kota
Peraturan Kepala daerah Provinsi;
Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/kota;
Peraturan Desa.

© PN T H @

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka jelas sekali fatwa
bukanlah salah satu paraturan perundang-undangan di Indonesia. Arti-
nya, para penegak hukum termasuk di dalamnya adalah para hakim
Peradilan Agama tidak dapat menjadikan fatwa sebagai dasar pertim-
bangan dalam memberikan keputusan atau ketetapan. Terkecuali jika
kemudian fatwa tersebut dilegislasi oleh lembaga resmi negara atau
oleh pejabat yang memiliki wewenang menerbitkan peraturan perun-
dangan.’

D. Fatwa sebagai Sumber Hukum (Legal Source) di Peradilan Agama

Meski peran fatwa tidak memiliki legal standing dalam sistem hukum
nasional, akan tetapi faktanya fatwa secara meyakinkan telah menjadi
sumber hukum (legal source) bagi para hakim, khususnya para hakim
di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan
beberapa putusan/penetapan yang dikeluarkan oleh beberapa Peradi-
lan Agama yang secara eksplisit menyebut fatwa sebagai dasar pertim-
bangan (legal consideration). Putusan-putusan dimaksud adalah

1. Penetapan Pengadilan Agama Kediri No. oos/Pdt. P/2016/PA. Kdr ta-
hun 2016 yang mengutip fatwa MUI No. 11/2012 tentang status anak
zina dan perlakuan terhadapnya;

2. Penetapan Pengadilan Agama Jambi No. o122/Pdt. P/2013/PA. Jmb ta-
hun 2013 yang mengutip fatwa MUI No. U-335/MUI/VI/1982 tentang
adopsi anak;

3. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 0443/Pdt. P/2015/
PA-JB tahun 2015 yang mengutip fatwa MUI No. no. 5/MUNAS VII/
MUI/9/2005 tentang waris beda agama;

4. Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No. No. ooz25/Pdt.

g9 Ibid, 5
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P/2015/PA. TPI tahun 2015 yang mengutip fatwa MUI no 11/MUNAS VII/
MUI/15/2005 tentang Ahmadiyah.

Pada kasus pertama, para pemohon yang merupakan pasangan
suami istri mengajukan permohonan asal usul anak yang lahir pada
tanggal 30 januari 2025 sebelum mereka melaksanakan pernikahan se-
cara resmi di Kantor Urusan Agama pada tanggal 30 Mei 2015. Pihak
catatan sipil saat itu tidak berkenan mengeluarkan akte kelahiran dik-
arenakan ia lahir mendahului surat nikah. Oleh sebab itu, para pemohon
mengajukan memohon agar majelis hakim Pengadilan Agama Kediri di
tahun 2016 tersebut mengakui anak yang lahir sebagai anak sah mer-
eka sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran tersebut. Atas petitum
primer tersebut, majelis hakim secara tegas menolak permohonan para
pemohon terkait pengesahan status hukum anak mereka sebagai anak
sah dengan berdalilkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan pasal 42 yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang di-
lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan pasal 43
ayat 1yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Majelis juga mendasarkan pertimbangan putusannya kepada Kompilasi
Hukum Islam pasal 99 yang berbunyi” Anak sah adalah: a. Anak yang
dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. b. Hasil pembuam
han suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.
Pasal 100: anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubun-
gan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.””

Di samping itu, Majelis juga mendasarkan putusannya pada fatwa
MUI No. 11/2012 tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya.
"Menurut Yang Mulya bapak Drs. Maftukhin, salah satu anggota majelis
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa
posisi fatwa pada penetapan tersebut sebagai sumber hukum tamba-
han atas sumber hukum lain, yaitu Undang-Undang perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam. Meski kedudukannya sebagai sumber hukum
tambahan, akan tetapi tidak mengurangi eksistensi fatwa sebagai salah
satu sumber hukum dalam penetapan tersebut.

Bahkan fatwa MUI tersebut menjadi bantahan terhadap putusan
Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan pasal 43
ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawi-

10 Penetapan Pengadilan Agama Kediri No. oo5/Pdt. P/2016/PA. Kdr tahun 2016, 6-7
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nan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga
ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai
menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibukti-
kan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai
ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di
luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan ke-
luarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuk-
tikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti
lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan
perdata dengan keluarga ayahnya.” Menurut Yang Mulya bapak Maftuki-
hn, putusan Mahkamah Konstitusi harus dibaca dan dipahami sebagai
‘anak yang lahir di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan keper-
dataan saja sebagai ayah biologis dari si anak, tetapi tidak mengubah
status anak sebagai anak sah.”

Anggota majelis hakim yang lain, yaitu Yang Mulya bapak Drs.
Muhamad fathnan, M. H. I menjelaskan bahwa fatwa adalah salah satu
sumber Hukum Islam yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam
menetapkan keputusan atau penetapan. Oleh sebab itu, dalam kasus
asal usul anak yang ditangani di Pengadilan Agama kediri di tahun 2016
itu, majelis mendasarkan penetapannya pada fatwa, di samping tentu
saja UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Is-
lam. Terkait putusan MK tahun 2012, Yang Mulya Drs. Muhamad Fathnan
berpendapat bahwa putusan MK itu hanya mengatur hubungan keper-
dataan antara orang tua dan anak, dan bukan terkait dengan hubungan
nasab. Artinya seorang anak yang lahir di luar pernikahan yang tetap
memiliki hak-hak keperdataan seperti Pendidikan, Kesehatan, dan hak-
hak dasar lainnya. Sedangkan yang berkaitan dengan nasab, majelis ber-
pendapat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tetap tidak
memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.”

Pada kasus kedua, majelis juga mendasarkan penetapan/putusan-
nya pada fatwa MUI nomor: U-335/MUI/VI/1982 tentang pengangkatan
anak. Selain fatwa MUI, majelis juga menyandarkan pendapatnya pada
pasal 39 Undang-Undang nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak dan pasal 49 huruf (a) angka 20 Penjelasan Undang-Undang no-

12 Wawancara dengan Yang Mulya bapak Drs. Maftukin, M. Sy, Hakim Pengadilan Agama Kediri
tanggal 5 Juli 2022

13 Wawancara dengan Yang Mulya bapak Muhamad Fathnan, Hakim Pengadilan Agama Kediri
tanggal 6 Juli 2022
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mor:03 tahun 2006 tentang perobahan pertama Undang-undang no-
mor:o7 tahun 1989 dan pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor:12 tahun
2006 tentang kewarganegraan Republik Indonesia, SEMA RI nomor:o3
tahun 2005 serta pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum
Islam.

Argumen yang dibangun oleh majelis hakim adalah bahwa fatwa
sangat dibutuhkan sebagai dasar pertimbangan dalammemberikan
putusan. penetapan terutama Ketika tidak ada sumber hukum yang
secara khusus mengatur kasus tersebut, sedangkan majelis tidak boleh
menolak suatu perkara dengan alas an tidak ada sandaran hukumnya.
Oleh sebab itu, majelis harus mencari dan menggali sumber hukum lain
sesuai kewenanan hakim sebagai fungsi ex-officio hakim sesuai dengan
undang-undang. Di samping itu, menurut Yang Mulya ibu Dra. Erni Zur-
niah, M. Hum, fatwa itu sudah pasti berdasarkan Qur'an dan Sunnah
yang menjadi dasar dikeluarkan dan ditetapkannya suatu fatwa. Jadi,
dari segi legalitas dan kekuatan hukum suatu fatwa sudah tidak perlu
lagi diragukan lagi.**

Lebih lanjut, Yang Mulya ibu Dra. Erni Jurniah, M. Hum menam-
bahkan bahwa meskipun fatwa bukanlah salah satu sumber hukum
positif yang berlaku di negara Indonesia dan oleh karenanya tidak
mengikat, akan tetapi jika suatu fatwa telah dijadikan sebagai sumber
dan dasar pertimbangan dari suatu putusan/penetapan, maka secara
otomatis fatwa itu mengikat bagi para pihak yang berperkara, karena
fatwa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu putusan/peneta-
pan. Beliau menambahkan bahwa keberadaan fatwa sekarang ini san-
gat dibutuhkan oleh masyarakat mengingat dinamika perubahan sosial
yang begitu cepat dan dinamis sehingga dibutuhkan sumber hukum
yang dapat menaungi lembaga peradilan dalam memberian penetapan.
Oleh sebab itu, keberadaan fatwa dapat dijadikan rujukan sekaligus se-
bagai jawaban jika terjadi kekosongan sumber hukum seperti pada ka-
sus adopsi anak yang beliau tangani.’s

Terkait kasus ketiga yang menjadi wewenang Pengadilan Agama
Jakarta Barat terjadi pada tahun 2015, kasus tersebut bermula dari per-
mohonan penetapan ahli waris sebagai petitum primer dari para pemo-
hon. Para pemohon yang berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang
istri, 2 orang anak angkat, dan 5 orang saudara kandung sebapakdari

14 Wawancaar dengan Yang Mulya ibu Dra. Hj. Erni Jurniah, M. Hum., Hakim Pengadilan Agama
Jambi tanggal 22 Desember 2022
15 Ibid
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pewaris agar ditetapkan sebagai ahli waris dan sekaligus ditetapkan ni-
lai waris masing-masingnya. Sedangkan ahli waris yang lain yang meru-
pakan saudara sekandung sebapak dan seibu dianulir sebagai ahli waris
dikarenakan mereka berbeda agama dengan pewaris. Pada putusan-
nya, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan
didasarkan pada. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 171 huruf
(c) berbunyi: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal du-
nia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk men-
jadi ahli waris”; 2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 5/MUNAS VII/
MUI/g/2005: a Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewa-
risi antar orang-orang yang berbeda agama (antar orang muslim den-
gan orang nonmuslim). b Pemberian harta antara orang yang berbeda
agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah."

Menurut Yang Mulya bapak Dr.a. bdul Hadi, M. H., anggota majelis
hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas, fatwa
merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan landasan oleh hakim
di Peradilan Agama dikarenakan fatwa merupakan doktrin hukum yang
berlaku dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Para hakim, menurut
beliau wajib menggali dan menemukan sumber hukum yang hidup di
tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dilindungi
oleh Undang-Undang. Oleh sebab itu, eksistensi fatwa sebagai pendapat
hukum para ilmuan dan sarjana muslim adalah kuat dan mengikat teru-
tama ketika sudah menjadi bagian dari putusan peradilan.”

Kasus keempat adalah perkara yang terkait dengan fatwa MUI ten-
tang aliran Ahmadiyah (fatwa MUI nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005)
yang menjadi dasar penetapan di Pengadilan Agama Tanjungpinang
tahun 2015 dengan nomor penetapan o25/Pdt. P/2015/PA. Tpi. Pada in-
tinya para pemohon mengajukan penetapan atau itsbat nikah kepada
Pengadilan Agama Tanjungpinang dikarenakan pernikahan mereka be-
lum mendapatkan legalitas dari negara yang dibuktikan dengan belum
adanya buku nikah. Hal ini terjadi karena pihak Kantor Urusan Agama
kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan menolak untuk mempros-
es pendaftaran pernikahan mereka dikarenakan status mereka sebagai
penganut Ahmadiyah. Atas alasan ini, maka mereka tetap melakukan

16 Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 00443/Pdt. P/2015/PA. JB, 16

17 Wawancara dengan Yang Mulya bapak Dr. H. Abdul Hadi, M. H., Hakim Tinggi Pengadilan Tingg
gi Agama Padang tanggal 2 Februari 2023. Pada saat perkara itu disidangkan, beliau adalah
majelis hakim PA Jakarta Barat.
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E.

pernikahan secara siri.”

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut me-
nolak permohonan para pemohon dikarenakan para pemohon merupakan
pengikut kelompok Ahmadiyah yang dihukumi sebagai aliran yang menyim-
pang dari dasar-dasar ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam fatwa seb-
agai berikut: 1. Menegaskan kembali fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980
yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan
menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar
dari Islam). 2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah su-
paya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-haqq), yang
sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. 3. Pemerintah berkewajiban untuk
melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan mem-
bekukan organisasi serta kegiatannya.

Kesimpulan

1. Peran fatwa MUI dan fatwa-fatwa ormas Islam lainnya di Indone-
sia, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, bukan-
lah merupakan sumber hukum yang resmi berlaku sehingga ke-
beradaannnya tidak mengikat dan oleh sebab itu, fatwa tidak dapat
dijadikan sumber hukum oleh para hakim dalam menetapkan pu-
tusan/penetapan

2. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekali fatwa-
fatwa MUI yang secara eksplisit telah dijadikan sumber pertimban-
gan (legal source) oleh para hakim di Pengadilan Agama di Indone-
sia.

3. Atas fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa fatwa telah mengalami pergeseran (shifting) yang bersifat
epistemologis dari sekedar legal opinion ke legal source.

18 Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No. o25/Pdt. P/2015/PA. Tpi, 13
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